BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2020
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

L

12,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402 ;
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14.
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19,

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Pertauran
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
450);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;



Menetapkan

23.

24.
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26.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09
tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2020 Nomor 04);

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10.1 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli
Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah............. Rp 113.990.759.581,50
b. Dana Perimbangan.................... Rp 898.881.627.467,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah
VARG BB vy st s e Rp  320.128.735.757,00
Jumlah Pendapatan ...... Rp1.333.001.122.805,50

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai ...........cccoeeee. Rp 507.684.918.090,00
2. Belanga Subsidi . ..c.ou sommwisns s sus Rp 0,00
3. Belanja Hibah ..................oo..00 Rp 10.448.392.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial .......... Rp 741.017.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa.. Rp 253.150.930.567,00
6. Belanja Tidak Terduga............ Rp 4.742.083.950,00
Jumlah ....... RE—— Rp 776.767.341.607,00
b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai..........c........... Rp 16.572.816.765,00
2. Belanja Barang dan Jasa........ Rp 318.473.613.419,85
3. Belanja Modal ;..o evessuins Rp 194.947.102.074,73
Jumlah ......... O e Rp 529.993.532.259,58
Surplus/(Defisit)............ Rp 26.240.248.938,92
3. Pembiayaan
. PENETRIBETL oy coonrsimnsssss swasmes sennvins Rp 52.582.578.176,36
b. Pengelaran . s wsasasssersse ssensn Rp 7.907.818.689,00
Jumlah Pembiayaan Neto........ Rp 44.674.759.487,36
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan..... Rp 70.915.008.426,28
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal (4 - 08~ 20y

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal (4 - 08 - 2090
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR__ 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALBOIN



